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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pengaturan hukum terhadap kebijakan migrasi sistem perpajakan nasional 

melalui platform Coretax telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 81 Tahun 2024 tentang Sistem Inti Administrasi Perpajakan 

(SIAP). Melalui Coretax, berbagai layanan perpajakan yang sebelumnya 

dilakukan melalui beberapa aplikasi yang berbeda disatukan ke dalam satu 

platform sehingga mampu meningkatkan efisiensi, efektivitas, 

transparansi, dan kualitas pelayanan perpajakan. Dengan demikian, PMK 

Nomor 81 Tahun 2024 berfungsi sebagai landasan hukum yang 

memberikan kepastian dalam penyelenggaraan sistem administrasi 

perpajakan modern berbasis teknologi informasi. 

2. Implementasi migrasi sistem perpajakan nasional melalui platform 

Coretax pada KPP Pratama Bojonegoro telah dilaksanakan sesuai dengan 

kebijakan nasional yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025. 

Sebelum penerapan secara penuh, KPP Pratama Bojonegoro telah 

melakukan berbagai upaya sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak 

guna mendukung proses adaptasi terhadap sistem baru implementasi 

Coretax memberikan berbagai kemudahan. 
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Seluruh layanan perpajakan, seperti pendaftaran NPWP, pembayaran 

pajak, pelaporan SPT, pembuatan faktur pajak, serta pengajuan 

permohonan administrasi perpajakan dapat dilakukan melalui satu sistem 

yang terintegrasi. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih 

ditemukan beberapa kendala, antara lain gangguan sistem pada masa awal 

implementasi akibat tingginya jumlah pengguna, kebutuhan 

penyempurnaan sistem, serta masih adanya wajib pajak yang belum 

memahami penggunaan Coretax secara optimal. Meskipun demikian, 

secara umum penerapan Coretax di KPP Pratama Bojonegoro telah 

berjalan dengan baik dan menunjukkan adanya peningkatan dalam 

modernisasi administrasi perpajakan. 

B. Saran 

 Berdasarkan Kesimpulan diatas,penulis memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan, penting untuk 

terus mengembangkan dan memperbaiki sistem Coretax agar server tetap 

stabil dan mengurangi masalah teknis, terutama saat periode pelaporan 

pajak yang memiliki banyak akses. 

2. Bagi KPP Pratama Bojonegoro perlu terus meningkatkan kegiatan 

sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak. Ini bisa dilakukan melalui 

kelas pajak, media sosial, dan layanan konsultasi online. Tujuannya agar 

wajib pajak bisa memahami bagaimana menggunakan Coretax dengan 

baik. 
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